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ABSTRAK 

Interpol adalah suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara, serta 

merupakan wadah kerjasama antara bidang-bidang kepolisian, terutama dalam 

bidang penanggulangan kejahatan. Setiap negara anggota interpol harus berkerja 

sama dengan negara anggota lainnya, dan kerjasama tersebut tidak boleh dihalangi 

faktor geografis dan bahasa. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 

Yang Terorganisir. Misalnya, Konvensi Palermo 2000 yang menyebutkan 

beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh masyrakat 

internasional, yaitu : perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang 

pidana ( mutual legal assistance in criminal matters), pemindahan narapidana  

(tranfer of sentence person). Red Notices (Wanted Notice) adalah permintaan 

untuk dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisikan. 1) 

Bagaimanakah kewenangan Interpol dalam menangani Red Notice untuk suatu 

kasus  menurut hukum internasional? 2) Bagaimanakah kewenangan Interpol 

dalam menangani Red Notice pada kasus korupsi Kondensat Honggo Wendratno? 

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber 

data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, data dianalisis 

secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) ICPO-INTERPOL tidak memiliki 

kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa 

dilakukan ICPO-INTERPOL hanya memaksimalkan upaya fasilitas pemberian 

informasi. 2) Upaya NCB Interpol Indonesia berperan sebagai fasilitator antara 

Indonesia dan Interpol yang hanya menyelenggarakan tupoksi atau tugas pokok 

dan fungsinya sebagai NCB Interpol. 

Kata Kunci: Interpol, Red Notice, Korupsi. 
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ABSTRACT 

Interpol is an organization with member states, and is a forum for collaboration 

between the police fields, especially in the area of crime prevention. Each interpol 

member country must cooperate with other member countries, and such 

cooperation must not be hindered by geographical and language factors. Red 

Notices (Wanted Notice) are requests for search, arrest and detention to be 

extradited. The definition of corruption in the Indonesian General Dictionary is 

fraudulent, can be bribed and immoral. 1) What is the authority of Interpol in 

handling the Red Notice for a case according to international law? 2) What is the 

authority of Interpol in handling the Red Notice in the corruption case of Honggo 

Wendratno Condensate? The type of research used is normative legal research. 

The data sources used are secondary data, namely primary, secondary and 

tertiary legal materials. The technique of data collection is the study of 

documents, the data are analyzed qualitatively. Conclusion of the research 

results: 1) ICPO-INTERPOL does not have the authority to investigate in 

handling various crimes, so what ICPO-INTERPOL can do is only maximize the 

efforts to provide information. 2) The effort of the Interpol NCB Indonesia to act 

as a facilitator between Indonesia and Interpol which only organizes Tupoksi or 

its main tasks and functions as Interpol NCB. 

Keywords: Interpol, Red Notice, Corruption. 
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